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Interception atau penyadapan merupakan ujung tombak
dari pemberantasan tindak pidana korupsi, selang bersamaan
interception juga merupakan tindakan yang melanggar hak asasi
manusia dalam bertelekomunikasi, hal tersebut merupakan silang
sengkarut para pihak dalam hukum dan telekomunikasi yang
berawal dengan ketidaksinkronan atau terdapat antinomi antara
peraturan perundangan di Indonesia yang berhubungan dengan
penyadapan telekomunikasi.
Akan tetapi apabila kita melihat hukum sebagai suatu
system maka sangat jelas, bahwa pentingnya interception dalam
mendukung tugas dan fungsi KPK. Atas perdebatan tersebut
maka timbul curiosity Penulis untuk mencari justifikasi dibalik
alasan hukum atas kewenangan KPK dalam melakukan
interception, bahwa hubungan hukum seperti apa yang dapat
menjustifikasi alasan hukum diberikannya kewenangan tersebut.
Pengorganisasian tesis ini terbagi dalam 4 Bab, yang
diawali dengan Pendahuluan pada Bab I, Penulis menguraikan
permasalahan berikut jawaban sementara atas permasalahan
tersebut, kemudian pada Bab II Penulis menggambarkan suatu
studi kepustakaan mengenai asas-asas dan kaedah hukum yang
mengatur mengenai easement yang sudah Penulis transposisikan
dengan maksud untuk menjabarkan secara detail mengenai
easement yang berhubungan dengan hukum dan telekomunikasi
serta mengemukakan kerangka teori yang membantu Penulis
dalam menganalis permasalahan yang telah dikemukakan pada
Bab I dan dianalisis pada Bab III. Setelah dilakukannya analisis
pada Bab IV merupakan penutup yang merupakan respons dari
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